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Abstrak 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research  kualitatif deskriptif 
atau suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian 
dengan objek yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan syar’i, dan yuridis. Pendekatan Syar’i yaitu pendekatan yang menelaah 
pendekatan syari’at Islam seperti Al-qur’an dan Hadits yang relevan dengan masalah yang 
akan dibahas. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah 
berdasarkan ketentuan yang berada di dalam Undang-undang. Dalam hal ini hukum yang 
dikonsepkan tersebut mengacu Undang-undang Dasar NKRI 1945 sebagai dasar hukum yang 
berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan Nikah siri di lingkungan Militer 
yang dilakukan oleh anggota TNI mempunyai aturan UU yang berlapis salah satunya KUHAP 
dan KUHPM. Kemudian proses penyelesaian kasus tindak pidana perkawinan siri di 
lingkungan militer di proses seperti biasa dalam bidang apa saja, dalam bidang perkawinan 
siri proses penyelesaiannya dilakukan dengan mediasi jika tidak terdapat jalan keluar baru di 
proses ke pengadilan militer. Implikasi dari penelitian ini: 1) Aturan hukum Perkawinan 
siri/dibawah tangan itu harus memenuhi ketentuan UU perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai 
tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN. 2) perkawinan yang 
dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap 
perkawinan yang sah. 




This type of research used in this research is descriptive qualitative field research or a 
research conducted directly in the field or at the research location with the object to be 
studied. Meanwhile, the approach used in this research is the syar'i and juridical approaches. 
The Syar'i approach is an approach that examines Islamic syari'at approaches such as the Al-
quran and Hadith that are relevant to the issue to be discussed. The juridical approach is the 
approach used to examine problems based on the provisions contained in the law. In this 
case, the conceptualized law refers to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as 
the applicable legal basis. The results of this study indicate that the legality of unregistered 
marriage in the military environment carried out by members of the TNI has layered laws, 
one of which is the KUHAP and KUHPM. Then the process of solving the criminal case of 
siri marriage in the military environment will be processed as usual in any field, in the field of 
unregistered marriage the settlement process is carried out by mediation if there is no new 
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solution in the process to military court. The implications of this research are: 1) The legal 
rules for unregistered / underhand marriage must comply with the provisions of Article 2 
paragraph (1) of the Marriage Law regarding religious procedures and paragraph (2) 
regarding the registration of their marriage by the PPN. 2) a marriage which is carried out 
according to the provisions of Islamic law without registration by the PPN is not considered a 
legal marriage. 




Menurut ajaran Agama Islam perkawinan merupakan suatu ikatan batin maupun ikatan 
lahir selama hidup antara suami dan istri untuk hidup bersama menjalankan syariat Islam 
dan memperoleh keturunan. Hal ini bukan saja mengandung arti adanya suatu 
persetujuan antara suami dan istri, yang di Meterikan dengan hubungan perkawinan, 
melainkan mempunyai makna religius. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum 
berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan, ini 
adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhlukNya untuk 
berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.  Karena dengan berkembangbiak, makhluk 
hidup berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya.  
Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, setiap jenis 
membutuhkan pasanganya. Laki-laki membutuhkan perempuan juga sebaliknya 
perempuan juga membutuhkan laki-laki agar mereka bisa melestarikan keturunannya. 
Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan aturan-
aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, 
kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya atau seperti tumbuhan yang kawin 
dengan perantara angin.  
Agama Islam sebagai suatu agama yang suci dan mulia sangat menganjurkan umatnya 
untuk melaksanakan pernikahan dan memperhatikan ikatan yang suci ini.  Hukum 
perkawinan Islam mengenal asas monogami sang suami secara bersamaan dapat terikat 
dalam perkawinan maksimal dengan empat orang istri, sedangkan si istri hanya dengan 
seorang suami/monogami. 
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Seorang suami yang menghendaki melangsungkan perkawinan dengan seorang 
perempuan lain tidak perlu memintakan persetujuan sorang istri- istrinya. Cukuplah jika 
ia memberitahukan istrinya bahwa ia telah mengambil seorang perempuan lain. 
Persayaratan yang ia penuhi ialah bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
batiniah (jiwa) maupun lahiriah (jasmani) selain itu ia pula harus mampu untuk 
bertindak adil dan arif terhadap istri-istrinya dalam segala hal. 
Sedangkan dalam KHI pasal 40 larangan pernikahan yang bersifat sementara yakni 
dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena 
keadaan tertentu: 
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan pria lain. 
b. Seorang wanita masih dalam masa iddah dengan pria lain. 
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
Meskipun terdapat larangan-larangan dalam pernikahan, pada dasarnya agama Islam 
sangat menganjurkan nikah dan tidak menyukai pemeluknya membujang seumur hidup. 
Begitu juga bagi anggota TNI mereka juga mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan 
seksual. Dan sebagai tempat penyaluran yang baik adalah dengan menikah. 
Untuk mendapatkan persetujuan dan bimbingan perihal dikabulkan maupun tidaknya 
sebuah permohonan izin pernikahan harus memenuhi persyaratan, diantaranya: 
a. Tidak membawa dampak negatif yang merugikan nama baik satuan/kedinasan. 
b. Sehat jasmani maupun rohani bagi kedua calon suami/istri. 
Selain persyaratan di atas terpenuhi, ada juga kelengkapan administrasi yang harus 
terpenuhi diantaranya: 
1) Akte kelahiran atau surat kenal lahir dari calon pasangan yang bersangkutan atau 
ijazah pendidikan terakhir. 
2) Surat keterangan dari dokter militer bagi kedua calon suami istri.  
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Ketentuan tersebut pada prinsipnya diberlakukan juga pada anggota Kowad (Korps 
Wanita Angkatan Darat). Meskipun demikian ada hal khusus yang harus ditaati bagi 
Kowad sebagaimana diatur dalam Juklak/1/II/1986 tanggal 27 Februari tentang 
Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat diantaranya: 
a. Yang berstatus Milsuk (militer sukarela), ijin kawin diberikan setelah 
menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan satu tahun 
bagi Perwira 
b. Yang berstatus Milwa (militer wajib), ijin diberikan setelah menjalankan dinas 
sekurang-kurangnya tiga tahun bagi bintara dan dua tahun bagi perwira. 
c. Calon suami dari anggota TNI tidak berpangkat lebih rendah.  
Berdasarkan latar belakang di atas, Maka penyusun mendorong untuk meneliti dan 
mengkaji lebih dalam lagi dalam wujud skripsi yang berjudul “Keabsahan Perkawinan 
Siri di Lingkungan Militer Merupakan Tindak Pidana Serta Proses Penyelesaian di 
Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan 
Perkara Nomor 52-K/PM.III-16/AD/VIII/2019)” 
B. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan atau biasa 
disebut Field Research Kualitatif Deskriptif. Field Research Kualitatif Deskriptif adalah 
suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian 
dengan objek yang akan di teliti. Adapun Lokasi yang akan di tinjau oleh si peneliti 
tepatnya di Pengadilan Militer III-16 Makassar agar data yang diperoleh lebih tepat, jelas 
dan akurat.1 
Adapun pendekatan saat melakukan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi 
ini adalah pendekatan yuridis, syar’i dan sosiologis. Adapun uraian diatas sebagai 
                                                
1Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 
306.  
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berikut: 2 
1) Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan terhadap masalah yang akan diteliti dengan 
berpedoman pada norma-norma Agama. 
2) Pendekatan yuridis, adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari 
aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. 
3) Pendekatan sosiologis, adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan 
masyarakat yang mempunyai akibat hukum. 
Metode pendekatan tersebut menurut penulis memiliki relevansi dengan judul yang 
diangkat oleh sipeneliti sebab lebih condong terhadap perilaku masyarakat dan 
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Penyelesaian Kasus Nikah Siri di Pengadilan Militer III-16 Makassar 
Upaya penyelesaian perkara nikah siri yaitu dengan cara pembinaan atasan atau 
dalam bahasa hukumnya (Mediasi) yang dilakukan diruangan persidangan, 
merukunkankan kembali kedua belah pihak, karena tujuan hukum bukan semata-
mata menghukum kesalahan melainkan mencari solusi dan jalan keluar. 
Adapun tata cara pernikahan anggota TNI di ataur dalam pasal 7 yaitu: 
1. Prajurit TNI yang akan melaksanakan pernikahan harus mendapat izin 
terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. 
2. Izin nikah hanya diberikan apabila pernikah yang akan dilakukan itu tidak 
melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang 
bersangkutan. 
                                                
2Roni Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tersis, 2010, h.186. 
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3. Izin nikah pada prinsipya diberikan kepada prajurit yang bersangkutan, jika 
pernikah ittu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi 
kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh 
atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya. 
Dalam pasal 8 juga dijelaskan bahwa: 
1. Surat izin nikah hanya berlaku selama 6 bulan terhitung mulai dari tanggal 
dikeluarkannya. 
2. Dalam hal izin nikah telah diberikan sedangkan pernikahan tidak jadi 
dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu 
kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan 
secara tertulis. 
3. Setelah pernikahan dilangsungkan, maka Salinan surat nikah dari Lembaga 
yang berwenang, serta Salinan surat izin nikah harus disertai oleh yang 
bersangkutan kepada pejabat personalia dikesatuannya, guna menyelesaikan 
administrasi personel dan keuangan.3 
 Memahami kasus, perkara dan sebab akibat dari permasalan tersebut. Adapun beberapa 
pertanyaan yang saya tanyakan yaitu:  
1. Apa yang mendasari bapak mengabil keputusan bahwa Lettu Faisal bersalah 
terhadap perkawinan siri ini?, padahal dalam Islam isteri lebih dari 1 
diperbolehkan atau tidak bermasalah. Adapun yang bapak hakim katakana 
yaitu: bahwa memang UU No 1 thn 1974 tidak melarang, namun didalam UU 
itu asas perkawinan itu adalah monogami. Namun perlu diingat bahwa Militer 
tidak sama dengan masyarakat biasa. Militer mempunyai aturan tetap atau 
karakter tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan masyarakat biasa. 
Dalam militer secara tegas melarang hal ini dan sudah menjadi perintah dari 
pimpinan militer bahwa hanya 1 isteri yang harus diperbolehkan oleh negara 
dan juga didalam TNI ada Namanya buku penunjukan isteri, misalnya TNI 
                                                
 3Buku tentara nasional Indonesia peraturan panglima TNI 
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melakukan poligami walaupun itu sah menurut agama dan negara namun 
tetap disuruh memilih 1 isteri saja. 
2. Bagaimana persoalan tunjangan untuk isteri dan anak? Adapun yang bapak 
jawab yaitu: selama isteri masih sah dan masih tertulis Namanya di kartu 
penununjukan isteri dia masih tetap mendapat tunjangan, kalau masih berarti 
masih jalan karena ada yang mengatur yaitu buku penunjuk isteri sah. 
3. Apakah ada toleransi bagi anggota TNI yang melakukan Nikah siri? Adapun 
jawaban yang bapak katakan yaitu: tidak ada toleransi untuk TNI yang 
melakukan poligami atau beristeri dua, harus 1, selama dia masih menjadi 
anggota TNI isterinya harus 1.4 
“Setelah berbagai upaya telah dilakukan akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang 
diinginkan maka akan dilakukan persidangan di Pengadilan Militer dan divonis sesuai 
dengan tingkat kesalahan. Jika suami memilih istri kedua sudah pasti dipecat.”5 
Perbuatan pernikahan siri yang dilakukan oleh Prajurit TNI, dapat digolongkan sebagai 
suatu pelanggaran Disiplin Militer atau sebagai perbuatan Tindak Pidana Militer. Dalam 
penyelesaian suatu perkara pidana diperlukan suatu mekanisme tersendiri dan dilakukan 
oleh lembaga hukum tertentu yang ditunjuk dalam Undang-Undang. 
Ketika seorang Prajurit TNI melakukan tindak pidana maka akan ditangkap, ditahan, 
diselidiki serta ditindak lanjuti dengan proses penyidikan untuk membuktikan 
keabsahan tindakan yang dilakukan tersebut. Setelah itu, tahap-tahap penyelesaian 
perkara di sidangkan di Pengadilan Militer.6 
Mengenai kasus atau perkara pelanggaran terhadap peraturan pernikahan yang 
dilakukan oleh Prajurit TNI dengan melakukan pernikahan siri sudah jelas bahwa hal 
tersebut dilarang oleh kedinasan. Dalam proses penyelesaian perbuatan pernikahan siri 
                                                
4Fredy Ferdian Isnartanto, S.H.,M.H, Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar, Daya 27 
Januari 2020 
5 Arinta Mudji Pranata, Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer III-16 Makassar, Daya 27 Januari 
2020 
6Rahmansyah Fahrudin, S.H.,M.H, Hakim Anggota II Pengadilan Militer III-16 Makassar, Daya 27 
Januari 2020 
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oleh Prajurit TNI dilakukan dalam Organisasi TNI. Terdapat 2 (dua) faktor munculnya 
dan terungkapnya kasus pernikahan siri yang dilakukan oleh anggota Militer, yaitu: 
Terjadi kebocoran atau terungkapnya suatu pernikahan yang dilakukan secara 
sembunyi-sembunyi oleh anggota Militer ke dalam ruang lingkup TNI.  
a. Adanya Laporan (Delik aduan) 
Pelanggaran terhadap peraturan pernikahan tersebut akan segera diperoses langsung 
oleh Penyidik Polisi Militer (Penyidik POM) atas perintah langsung dari Ankum. 
Setelah Penyidikan dilakukan, Tersangka atau anggota Militer yang melakukan 
pelanggaran pernikahan tersebut akan dipanggil untuk menghadap Atasan yang 
berhak menghukum (Ankum) beserta dengan pihak pelapor. Ankum akan melakukan 
penyidikan secara langsung kepada Tersangka, disamping telah mendapatkan hasil 
laporan penyidikan dari Penyidik Polisi Militer (POM). 
Ankum akan mengajukan pertanyaan kepada Tersangka dan pelapor yang diterima 
dalam satuan TNI. Jika Ankum dalam penyidikannya untuk meyakini bahwa telah 
terjadi Pelanggaran terhadap pernikahan yang dilakukan oleh anggota Militer dengan 
melakukan pernikahan siri, maka Prajurit TNI tersebut akan diberikan 2 (dua) cara 
penyelesaian pelanggaran pernikahan, namun harus atas persetujuan Pasangan Sah 
secara Agama dan tercatat dalam Negara dan administrasi TNI, yaitu: 
(1) Atasan yang berhak menghukum (Ankum) akan memberikan solusi penyelesaian 
secara damai namun atas persetujuan Pasangan Sah, dengan tidak melanjutkan 
laporan atau mencabut laporan tersebut dengan syarat dari Ankum yang harus 
dipatuhi oleh Tersangka, bahwa Tersangka harus segera menceraikan atau 
memutuskan hubungan dengan pasangan sirinya, serta memenuhi syarat-syarat 
yang diajukan olehpihak korban. Namun, akan tetap diselesaikan oleh satuan 
tempat Prajurit TNI tersebut bertugas, dan akan dikenakan pelanggaran terhadap 
Disiplin Militer dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan pernikahan. 
(2) Apabila pihak korban atau pelapor tetap ingin melanjutkan laporannya, maka 
kasus pelanggaran terhadap peraturan pernikahan tersebut akan diselesaikan dan 
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diproses menurut Peradilan Militer dalam ranah Pengadilan Militer. Namun 
Ankum tetap mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh Tersangka agar dapat 
tetap dipertahankan sebagai anggota Militer, untuk segera menceraikan atau 
memutuskan hubungan dengan pasangan sirinya. 
Ankum memilik wewenang dan kuasa penuh untuk menentukan golongan pelanggaran 
bagi anggota Militer yang ada dibawah komandonya langsung sebagaimana tercantum 
dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer dalam Pasal 
74 berbunyi:  
Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang: 
a. Melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada di bawah 
wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; 
b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; 
c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; dan 
d. Melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di 
bawah wewenang komandonya.7 
Pernikahan yang sah secara Agama, terdaftar dalam Negara, dan mendapatkan izin 
atasan dalam Kesatuan TNI setelah melakukan Nikah Kantor merupakan Pernikahan 
yang sah bagi anggota Militer dan penikahan tersebut menjadi penghalang untuk 
terjadinya pernikahan lainnya.8 
Sehingga perbuatan berupa nikah siri merupakan pernikahan yang tidak terdaftar dalam 
administrasi dan memiliki penghalang karena terdapat pernikahan yang sah 
                                                
7Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, h. 14 
8 Rahmansyah Fahrudin, S.H.,M.H, Hakim Anggota II Pengadilan Militer III-16 Makassar, Daya 27 
Januari 2020 
Keabsahan Perkawinan Siri Di Lingkungan Militer Makassar 
(Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor 52-K/Pm Iii-16/Ad/Viii/2019) 
 
Aswar Tahir, Hasta Sukidi 
 
72 | QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020   
sebelumnya. Kasus Pelanggaran terhadap Pernikahan yang dilakukan oleh anggota 
Militer yang diselesaikan menurut Pradilan Militer diranah Pengadilan Militer, dalam 
penjatuhan hukuman dan proses penuntutan oleh Oditur harus berdasarkan unsur-unsur 
pidana, yaitu: 
1. Barang siapa, 
2. Mengadakan Perkawinan, 
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang 
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. 
Unsur-unsur penuntutan yang dibuat oleh Oditur berdasarkan penyidikan yang 
dilakukan oleh Penyidik POM pada saat proses penyidikan dan pada saat pemeriksaan 
hasil penyidikan oleh Oditur. Oditur berdasarkan unsur-unsur yang ditemukan dan 
berdasarkan alat bukti yang ditemukan menjatuhkan pidana dengan ancaman pidana 
dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; 
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan 
atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk 
itu; 
3. Barang siapa mengadakan perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain 
menjadi penghalang untuk itu. 
4. Jika melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada 
pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk 
itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ayat 1-5 dapat dinyatakan.9 
Hal-hal yang menjadi tuntutan Oditur harus berdasarkan unsur-unsur dan alat bukti 
yang ditemukan, serta proses persidangan dan pembuktian dalam persidangan, akan 
menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Jika pelanggaran 
                                                
9Hamzah Andi, KUHP & KUHAP, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 11 
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terhadap pernikahan tersebut dapat dibuktikan dalam sidang di Pengadilan Militer, 
maka putusan Majelis Hakim di sidang di Pengadilan harus menganggap bahwa telah 
terjadi nikah ganda atau nikah siri yang tidak dibenarkan dalam kehidupan prajurit TNI. 
2. Faktor Penyebab Nikah Sirri di Pengadilan Militer III-16 Makassar 
Dalam penelitian penulis dengan cara wawancara, penulis memperoleh data tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan/nikah siri 
disebabkan oleh:  
1. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga 
2. Pacaran diam-diam 
3. Tidak bisa lagi memberikan Keturunan 
4. Mempunyai penyakit yang paten 
5. Menopause 10 
Pernikahan siri, harus betul-betul diketahui penyebabnya, kalau sesuai dengan 
alasan yang tepat dan mengikuti aturan di lingkungan TNI kemungkinan 
diperbolehkan. Pernikahan siri tidak diperbolehkan dilingkungan TNI jika tidak 
diketahui Komandan, apabila diketahui oleh komandan dan secara resmi mengikuti 
aturan maka diperbolehkan nikah siri.11 
 
3. Keabsahan Dalam Pembahasan Nikah Siri di Lingkungan Militer 
Adapun hal-hal yang membahas tentang keabsahan yaitu: UU No. 1/1974 dan PP 
No. 9/1975 tidak mengatur tentang rukun perkawinan, hanya memuat hal-hal yang 
berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan saja. 
                                                
10 Rahmansyah Fahrudin, S.H.,M.H, Hakim Anggota II Pengadilan Militer III-16 Makassar, Daya 27 
Januari 2020 
11 Fredy Ferdian Isnartanto, S.H.,M.H, Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar, Daya 27 
Januari 2020 
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Sedangakan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun perkawinan. Jadi 
masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu, kelima rukun dan syarat-
syarat perkawinan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Syarat perkawinan 
Adapun syarat perkawinan bagi laki-laki yaitu: 
a. Calon suami beragama islam 
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan  
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
Adapun syarat perkawinan calon isteri yaitu: 
a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani 
b. Perempuan 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat dimintai persetujuannya 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
Adapun wali nikah, syarat-syaratnya yaitu: 
a. Laki-laki 
b. Dewasa 
c. Mempunyai hak perwalian 
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya 
 
Adapun saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu: 
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a. Minimal dua orang laki-laki 
b. Hadir dalam ijab dan qabul 
c. Dapat mengerti maksud aqad 
d. Islam 
e. Dewasa 
Adapun syarat-syarat ijab dan qabul yaitu: 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya pernyataan penerimaan dali calon pria 
c. Memakai kata-kata nikah, tazwil atau terjemahan dari kedua kata tersebut 
d. Antara ijab dan qabul bersambungan 
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah 
g. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon 
mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.12 
2. Rukun perkawinan 
Adapun rukun perkawinan yaitu: 
Rukun perkawinan yang ditetapkan di dalam KHI, sama seperti yang ditetapkan oleh 
ulama Syaffiah. KHI mengatur rukun perkawinan dalam pasal 14 sebagai berikut: 
a. Calon suami 
b. Calon isteri 
c. Ijab dan qabul 
                                                
 12Baharuddin ahmad, hukum perkawinan di Indonesia (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2008), h. 
55-56 
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d. Dua orang saksi 




Berdasarkan uraian hasil penelitian dari pembahasan dimuka maka dapat di tarik 
kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 
Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu 
unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum 
dalam hukum tertulis (hukum negara) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Hukum 
negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai 
perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada 
sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis. 
1. Kawin siri/dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan UU No. 1 Tahun 1974, 
ada dua pemahaman tentang makna nikah siri dikalangan masyarakat, yang pertama 
nikah siri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di pegawai 
pencatatan nikah namun, syarat dan rukunnya sudah sesuaidengan hukum islam. 
Yang kedua nikah siri di definisikan sebagai pernikahan yang di lakukan tanpa wali 
nikah yang sah dari pihak perempuan. 
2. Faktor- faktor yang menyebabkan nikah siri/dibawah tangan di Samata Gowa 
Adapun faktor-faktor penyebab Nikah siri yaitu: 
Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas 
umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Adapun faktor-faktor penyebab Nikah 
siri yaitu: 
a. Faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan. 
b. Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang 
melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya.  
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 Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu 
misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur 
menganggap tabu pernikahan siri. 
Pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan 
pernikahannya. 
Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum/tidak punya biaya 





Abdurrahman,Perkawinan Dalam Syariat Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996. 
Al-hamdani, Risalah Nikah, Hukum Pernikahan Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 2002 
Ahmad Baharuddin, Hukum Rerkawinan di Indonesia, Jakarta: Gaung Persada Press 
 Jakarta, 2008 
Fadhlullah Sayyid M.H, Dunia Wanita Dalam Islam, Jakarta: Lentara, 2000. 
Gani, Abdul, Himpunan Perundang-undangan dan peraturan peradilan agama, Jakarta: PT. 
Intermasa 1991.  
Ghasali Rahman, Abd, Fiqih Munakahat, Bogor: Kencana, 2003. 
https://serba makalah.com/macam-macam-pengadilan-lingkungan -militer/. Diunduh pada 
tanggal 30 september 2019 pukul 13.00. 
https://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-
bawah-tangan 5500ea12ea333115d6f5123e4, diunduh tanggal 30 september 2019 
Peraturan Panglima TNI 
Romulyo Idris, Moh, Hukum Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000. 
Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah, Jilid 2, Beirut, Lebanon: Da<r El-Fikr, 2006. 
Sahrani Sohari dan Tihami, Fiqh Munakahat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. 
Setiawan Effi, Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 
2005. 
Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, Buku Petunjuk Tehnik Tentara 
Pernikahan Talak Cerai Rujuk (NTCR). 
Keabsahan Perkawinan Siri Di Lingkungan Militer Makassar 
(Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor 52-K/Pm Iii-16/Ad/Viii/2019) 
 
Aswar Tahir, Hasta Sukidi 
 
78 | QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020   
Wasian Abdullah, “ Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan 
istri, anak dan harta kekeyaan tinjauan hukum islam dan undang-undang perkawinan”. 
Tesis S2 Program studi Megister Kenotariatan Universitas Dipenogoro, Semarang, 
2010. 
Hamzah Andi, KUHP & KUHAP, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000 
Wawancara 
Fredy Ferdian Isnartanto, S.H.,M.H, Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar 
Arinta Mudji Pranata, Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer III-16 Makassar 
Rahmansyah Fahrudin, S.H.,M.H, Hakim Anggota II Pengadilan Militer III-16 Makassar 
 
